
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di aksud 
dalarn huruf a, maka perlu merietapkan Peraturan Bupati 

I 
ientang Keburuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk 
Ber su bsidi unruk Sektor Pertanian di Kabupaten Sekadau 
Tahun Anggaran 2013. I 

1. U ndang- U ndang Nomor 12 Tahun 1992 ten tang j Sis tern 
Budidaya Tanaman (Lernbaran Negara Republik lndon1fsia 
Nomor 47 B, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3478}; 

1 
I 
I 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ten tang Perliridurigan 
Konsumen [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahin 1999 
Nomor 42', Tambahan Lernbaran Negara Republik l don1esia 
Nomor3821); j 

3. Undang-Undang Nomor 34 Ta.hun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Iridorie sia 
Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran ! Negara 
Republik Indonesia Nomor 4344); 

4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkeburian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 118); 

I 
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-.Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 teritang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriritahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2908 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

a. bahwa berda sarkan pasal 4 ayat (l} Peraruran G~befnur 
Nornor 47 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 
tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di 
Kabupaten Sekadau Tah un Anggaran 2013, mengamanafkan 
bahwa alokasi pupuk ber subsidi harus dirinci Iebih lanjut 
menurut kecarnatan, jenis, jumlah dan sebaran bul kn yang 
di arur dengan peraturan Bupati; 

BUPATI SEKADAU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 29 TAHUN 2012 

TENT ANG 

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI lHET) PUPUK BERSUBSIDI 
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEKADAU 

TAHUN ANGGARAN 2013 

SALIN AN 



18 Peraturan Gubernur Kalirnantan Barat Nomor 47 Tahun 2012 
Ten tung Kebutuhun dan Harga Eceran Tertinggi (HE'~) Pupuk 
Ber s'ubsidi uru.uk Sektor Pertanian di Provin si Kalirnantan 
Barut Tab un Anggaran 2013; 

17 Keputusan Merucri Pertanian , Nomor 
465/Kpts/OT.160/7/2006 teruang Pembentukan Tim 
Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 

Nomor 
Formula 

lo ~eputusa.ri Meriteri Pertanian 
239/KpLs/OT.210/4/2003 teritang Pcrigawasan 
Pupuk An-Organik; 

14 Peruturan Merueri Pertanian Nomor 
69/Pcrmentan/Sl(.130/11/2012 tenlang Kcbutuhan dan 
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sdktor 
Pertariian Tahun Anggaran 2013; 

I 
15 Kepurusan Menteri Pertanian Nomor 

237/KpLs/OT.210/4/2003 ten tang Pedorrian Pcngawaseo 
Perigadaan, Per edaran dun Penggunaan NP'-* An-Organik; 

I Nomor 
Organik, 

I 
13 Peraruran Menteri Pcrranian 

28/Permentan/SR.130/5/2009 teruang Pupuk 
Pupuk Hayati dan Pernbenah Tanah; 

Peraturan Men Leri Pcrdagangan Nomor 07 / M 
OAG/ PER/2/2009 ten tang Perubahan Alas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 21 / M-DAG/PER/6/2008 tentang 
Perigadaan dun Pcnyaluran Pupuk Bcrsubsidi untuk Sclktor 
Pertnnian; 

]2 

Peraruran Menteri Pertariian Nornor 
08/Ptrmenrn.n/SR.140/2/2007 tcntang Syarai dan T~La Cara 
Peridaftaran Pupuk An-Organik; 1 I 

11 

10 

Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbagian Urusan Pemerim.ahan antara Pemeri.ntar, Daerah 
Provinsi dan Pernerin ta.han Daerah Kabupajerr/ Kota 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

I 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomjr 4737); 

Peraturan Presiden omor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 

9. 

Peraruran Pcmerin tub Nomor 8 Tahun 2001 ten tang Pupuk 
Budidaya Tanaman (Lem baran Negara Republik Indonesia 

I 

Tahun 2001 omor 14, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4079); I 

8. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Perat.uran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 

7. 

Undang-Undang . omor 18 Tahun 2009 teruang Peternakan 
dan Kesehutan Hcwan (Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 84, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5015); 

6. 



l O. I lurga ccerun rert mggi (HET) adalah harga pupuk ber subsidi di Lini IV (di kios 

periyalur pupuk di ungkat desa/ kecarnatan] yang dibeli oleh petani atau 

kelornpok umi yang ditctapkan oleh Menteri Pertanian. 

optimal dan berkelanjutan. 

9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pcngadaan dan penyalurannya 

ditataniagakan dengan harga ecera.n tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur 
re srni Lin i IV. 

Dularn Pera tu ran Bupati ini yang dirnaks ud derigun : 

1. Duerah adaluh Dae rah Kabupaten Sekadau. 

2. Pemeriritah Daer ah adalah Bupati dan Perangkai Daerah sebagaj un sur 

Pcnyelcnggara Pemerinrahan Daerah. 

3. Bupau adalah Buputi Sckadau. 

LI. Sukre turrs Due rah adala h Sekretaris Daerah Kabupate n Sekadau. 

5. Pupuk udaluh bahun kirnia atuu bahan organik yang berperan dalam penyediaan 

un aur hara bugi keperluan tanarnan secaru langsung atau tidak langsunJ. j 
6. Pupuk An-Urganik adalah Pupuk hn sil proses re kaya sa secara kirnia, fisika dan 

arau biologi, dan rncr upakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. I I 

7. Pupuk Orgarnk adalah pupuk yang sebagian be sar atau scluruhnya certliri dari 

bahan organik yang berusal dari tanarnan dan aiau hewan yang telah I melalui 

proses rekayasa, da pat berbcnruk padat atau cair yang dipergunakan uriruk 

mensuplai bahan organik, mernperbailq sifat fisik, kirrua dan biologi tanah. 

8. Pernu pu kari berimbang adalah pernberian pupuk ba&i tanarnan sesuai I dengan 

status hara Lan ah dan kebutuhan tanarnan un t.uk rnericapai prod uktivitas yang 
I 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK 
BERSUBSIDl UNTUK SEKTOR PERTANlAN DI KABUPATEN 
SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2013. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

20 Keput usan Bupati Sekadau Nomor 14 Tahun 2004 tentang 
Kewenangan Kabupaten Sekadau sebagai Dacrah Otonom; 

19 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 
teritang Susunan Organisasi Perangkai Oacrah Kabupaten 
Sekadau Sebagairnana Lelah diubah dengan Peraruran Daerah 
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraruran 
Daerah Nomor 8 tahun 2008 Tentang SOPD Kabupaten 
Sekaduu. 



J 

budidaya tanarnan perkcburian derigan luasan terientu. 

16. Pcternuk adaluh perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang mengusahakan 

budidaya canarnun hijauan pakan ternak derigan luasan ter ten tu. 

17. Pernbudidaya ikan aiau udang adalah perorangan warga negara Indonesia (WNl) 

yang mengusahakan lahan milik sendin acau bukan, untuk budidaya ikan dan 

utau udang yang tidak rnerniliki izin usaha. I I 
18. Produ sen adalah produ sen pupuk yauu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta 

unak pcrusahuannya yang tcrdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya PalembJng, PT. 

Petrokrrma Cresik, PT. Pupuk Kaliman tan Timur, PT. Pupuk Kujang, vJ. Pupuk 

l skaridur Mudu yang memproc!uksi pupuk anorganik yaitu pupuk Ureat SP-36, 

ZA, NP~, dan Pupuk Organik di dalam negeri. 

19. Pe nyulur Lm1 lI1 ad alah distributor sesuai ketentuan Pcraruran Menteri 

Perdagungan Nomor 07/M-Dag/PER/2/2009 ieruang Pcngadaan dan Pe yaluran 

Pupuk Ber substdi untuk Sektor Pertanian. 

2.0. Penyulur Lini IV adalah perigccer re srni sesuui ketcntuan Peraruran Menteri 

Perdugangan 1omor 07 /M-Dag/PER/2/2009 ten tang Pcngadaan dan Pcnyaluran 

Pupuk Ber subsidi urn.uk Sek tor Pc rta niuri. 

21. Rencana Definiiif Ke butuhan Kelornpok (RDKK) adalah perhitungan rencana 

keburu han pupuk bersubsidi yang disusun kelornpok tani berdasarkan luasan 

areal u sa ha ta n i yang diu sahakan petani, peke hun , peterriak dan pembudidaya 

ikan dan atau udang dari anggota kelompok tani dengan rekomendasi 

pern upukan bcrirnbang spe sifik lukasi. 

22. Kornisi pengawasan pupuk dan pe stisida adalah wadah koordinasi instansi 

terkaii dalarn perigawasan pup4k dan pestisida yang dibenruk oleh Bupati. 

I 
15 Peke bun adaluh perorangan warga negara Indonesia (WNl) yang mengusahakan 

budidaya tanarnan pangan atau hortikultura dcngan luasan tcrteruu. 

11. Harga pokok penjualan (HPPJ adalah strukrur biaya pengadaan dan penyaluran 
pupuk ber s u bs idi olch PT. Pupuk Kalcim dan PT. Petro Kimia Gresik; dengan 

kornporien biaya scbagairnana di tetapkan oleh Menteri Pertanian. 

12. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan dengan 

volume penyaluran pupuk. 

13. Sektor Perranian adalah sekcor yang berkaitan dcngan budidaya tariaman 

parigan, hor tikuf rura, pcrkeburian, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan 

atau udang. 

14 Pcta ni udaluh pe roru ngan warga negara Indonesia (WNIJ yang mengusahakan 



olch Bupati 

tji · 'filijY<=t~ 
dapat dipenuhi 

I 

(I) Kek urangan qlo}<:f1lii keburuhan pupuk p~rs1r1psiqi 

Kabupaten.sebagaijnana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), 
rnelalui realokasi apl'1r wj!~,Yf;t~. 

(2) Realokasl antar Kecarnatan dalarn wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut 

Pasal 4 

pe rkc bu nun dun pcmtiudrdaya ikan dun atau udang setempt wajib 

me laksanukan pernbinaan kepada kelornpok tani untuk menyusum RDKK 

se suui luu s areal u sahatani dan atau kcmarnpuan penyerapan pupuk d~ tingkat 
pe ta ni di wilayahnya. 

I 
horLikultura, peternakan, (4) Dinu s yang mernbidangi ta narnan pangan, 

rnemper hatikan usulan yang diajukan oleh perani, pekcbun, peterriak, 

pernbudiduya ikan dun atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh 

petugus teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dirias (KCD)/Man~ri Tarii 

Kecuruuta n se ternpat. 

pada ayat (1) ~gar 

Perat.uran Bupati ini. 

(3) Alok.asi pupuk bersubsidi se bagaimana dimaksud 

(1) Alokasi pupuk ber subsidi dihirung se suai dengan anjuran pemupukan 

berimbang spe sifik lokasi de ngan mempertimbangkan usulan kebutuHan yang 

dianjurkan oleh pemcrintah daerah Kabupateri serta alokasi anggara1 subsidi 

pupuk tah un 2013; 

(2) Alokusi pupuk bcrsubsidi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dirinci ~enurut 

sub sckt or , kecarnatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, seperti tercarrtum 
padu Iarnpiran 1,11,Ill ,IV dan V merupakan bagian tidak Lcrpisah~an !ctari 

Pasal 3 

BAB III 

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 2 

(1) Pupuk bcrsubsidi diperuruukan bagi petani, pekebun, peternak; yang 

me ngusahukan Iah an seluas-Iuasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam, per 

kcluarga pctarii, kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 

[sutu] lrek tur. 

(2) Pupu k bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diper untukkan 1bagi 
I , 

pcrusahaan tanarnan pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau 

perusahaan perikanan budidaya. 

BAB II 

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI 



I 
I 
I 
I 
I 

I 

-------- ---------- 

( l) Pelaksanuan perigadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke *enyaJur 

Lini IV dilakukan sesuai dengan kctentuan Menteri Perdagangan J tenlang 
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Ber subsidi untuk Sektor Pertani~ J;ang 

bcrluku. J 

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Li i IV ke 

petani atau kclornpok Lani diatur scbagai berikut : 

a. Pcnyalurari pupuk bcrsubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan R.IpKK 

se suai dcngan wilayah Langgung jawabnya. I 
b. Penyaluran pupuk scbagairnana dimaksud pada huruf a mempertimfuangkan 

j urnlah pupuk ber subsidi scperti pad a lampiran sebagai bagian L,dak 

tcrpisuhkan dengan Peraturan Bupati. 

(3) Uru uk kclancaran penyaluran pupuk ber subsidi di Lini IV ke pe±i atau 

kclompck Lani sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Pernerintah Ka upaten 
I 

melakukun penqa ~at.tn ~P{(~ q.iwilay~hll¥\3r, ~~pqgfl,f ~'l~q-r p~rttmbarig~ dalam 
pengalokasian pupuk bcrsubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalarn pasal 3 
ayat (2). 

(4) Pe ngawasan penyaluran pupuk persubsicjj di penyalur Lin i IV ke petani 

dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagaj satu kesatuan qa.ri 

Kornisi Pcrigawasan P"4PUk dan Pestisida di Kabupaten 

Pasal 6 

Pupuk ber subsidi sebagaimana dirnaksud pada pasa1 2 ayat (1) terdiri atas 
I I 

pupuk an-ogariik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh 

produsen. 

Pasal 5 

BAB IV 

PENY AL URAN PUPUK BERSUBSIDI 

(3J Untuk mernerruhi kebutuhan pciarn, Realokasi sebagairnana dirnaksli.d pada 
ayui (2), dapai dilaksariakan terlebih dahulu sebelurn penetapan dari Bupati 

berda sarkan rckomendasi Kcpala Dinas Pertanian se ternpat. 

('!) Apa bila aloka si pupuk ber subsidi disuatu Kecamatan pada bulan berjalan 
i 

ternyata tidak rne ncukupi, rnaka prod usen dapat mcnyalurkan alokasi pupuk 

bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulari-bulan sebelumnya 

dan atau dari alokasi bulan berikutnya scpanjang tidak melampaui alokasi 1 

(sa tu) tah.un. 



(3) 1 Iarga Eceran Tertiriggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dirnaksud pada 
I 

ayat (2) bcrlaku uru.uk pernbe lian petani, pckebun, peterrrak, dan pcrnbudidaya 

ikun dun I utuu udang di penyalur Lini lV secara tunai dalam kerna san pupuk 

urea 50 Kg, pupuk SP-36 50 Kg, Pupuk ZA 50 Kg, Pupuk NPK 50 Kg atau 20 Kg 

dan Pupuk organik 40 Kg atau 20 Kg. 

I padp. 

I 

e. 

= d. 

Rp 1.400,- per }<g 

Rp 2.300,- perlkg 

Rp 500,- perlkg 

= 

= 

Pupuk Z/\, 

Pupuk NPK, 

Pupuk Organik, 

C. 

( 1) Penyalur di Lini IV yang d irunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai 

Harga Eceran Teninggi (HET). I 
(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk ber subaidi sebagairnana dimaksfd 

ayat (1) ditet.apkan sebagai bcrikut : J 

a. Pupuk Urea, = Rp 1.800,- per kg 
b. Pupuk SP-36, . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = Rp 2 .000- per Jg 

Pasal 9 

(1) Prod u se n sebagairnanu dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor, .dan 

penyalur Lin i IV wajib menjarnin ketersediaan pupuk bersubsidi saat diburuhkari 

pet.mi. peke bun, pcte rnak, dan pernbudidaya ikan dan / a tau udang ctil wilayah 

tanggung jawubnya se suai alckasi yang telah ditetupkan. 

(2) Unruk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

produsen dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pertanian 

seternpat uru.uk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi scba~aimana 

dimaksud dalam pasal 4. I 
I 

Pasal 8 

Kcmasan pupuk bersubsicli sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus 

diberi label tambahan berwarna merah yang berculiskan mudah dibaca dan tidak 

mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan: 

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah" 

Barang Dalam Pengawasan 

Pasal 7 
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Peraruran Bupau ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setial p orang 
rnengetah ui, merneriritahkan pengundarigan Peraturan Bupati ini dehgan 
periernpatannya dalarn Berira Oaerah Kabupaien Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 

pada tanggal 18 Desember 2012 

BUPATI SEKADAU, 

Pasal 14 

Hal-ha! lain yang belurn diatur aiau belum cukup diarur dalam Peraturan Bupati irii, 
sepanjang mcngenai teknis pelaksanaarinya akan diatur lcbih lanjut rnelalui Kornisi 
?enga-.v:.~::;an PL.tpuk clan Pe st.is ida Kabupaten. 

BAB Vl 
K.E'l'ENTUAN PEN tJTUP 

Pa sal 13 

( l l Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib menyarnpaikan laporan 
peruarrta ua.n Jan pe!!t5::.t\•ht::l:..tn pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada 
Bupati. 

{2) Bu pa.ti inenyampaikan laporan basil pernantauan dan pengawasan pupuk 
bersubsidi kcpada Gubcrnur. 

Pasal 12 

(2) Kornisi Pcnguwasan Pupuk dan Pcstisida dalam rnelaksanakan tugasnya dibantu 
olch Pcnyuluh. 

wiluyal in }'3. 

Pasal 11 

(lj Kornisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib rnelakukan pernantauan dan 
pe ngawa sarr ternadap penyaiuran, peuggunaan dan harga pupuk bersubsidi di 

Produsen wajib rnclakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan 
penyalurun pupuk beraubsidi dan Lini 1 sarnpai Liru IV sebagairnana diatur dalam 
Perat ura n Me n teri Perdugangan tenrang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 
uncuk Scktor Pertartian. 

PasaJ 10 
PENGAWASAN D~~ PELAPORAN 

BABV 


